GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BUDIDAYA TAMBAK UDANG

Mernimbang

Mengingsat

DENGAMN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa berdasarkan pembagian urusan konkuren sebagaimans
diatur dalam huruf K Lampiran Undang-Undang Nomer 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan
Pemerintah Provinsi di Bidang Lingkungan Hidup, antara lain
pencegahan, penanggulangan dan  pemuliban  pencemaran
dan/atan  kerusakan  linglkungan  hidup  lintas  Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dacrah Provinsi;

hahwa dalam rangka pengendalian lingkungan hidup dan
dampak negartif vang ditimbulkan usaha dan/artau kegiatan agar
tetap berwawasan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangksa
Belitung perlu penvesuaian kembali pedoman pengendalian
pencemaran air usaha dan/atau kegiatan budidava tambax
udang;

bahwa pedoman pengendalian pencemaran air sebagaimans
diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 34 Tahun 2019 tlentang Pedoman Pengendalian
Pencemaran Alr Permukaan hapi Usaha TambaklUdang, hdak
sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perha diganti;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesiid
dalam huruf a, hurufl b -dan hurul ¢, perlu menelapkan
Peraturan Gubernur  tentang  Pedoman Pengendalian
Pencemearan Air bagi Usaha dan/atsu Kegiatan Budidaya
Tambak Udang;

L

Pasal 18 ayat (68) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomaor 27 Tahun 2000 lentang Pembentukan
Provinst Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 217, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Limgkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S285),

Peraruran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nemor
1 Beri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 52);

Peraturan Daersh Provinsi Kepulauvan Bangks Belitung Nemod
10 Tahun 2016 lentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provins
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65);

Feraruran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomeor &
Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerasakan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
260);

MEMUTUSEAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BUDIDAYA
TAMBAK UDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Guberniur ini yvang dimaksud dengan:

51
2

Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah  Daerah  adalah  Gubernur sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan  Daerah Vvang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,



i

6.

10,

145

13.

14.

15.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu kepala dacrah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
dalam menyelenggaralan Urusan Pemerintahan yang menjads
kewenangan dacrah.

Pelaku usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang vang
selanjutnya disebut Pelaku Usaha danjatau Kegiatan adalah
setiap orang, badan usaha dan/atau instans: pemerintah yang
bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan
budidaya tambak udang.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, vyang mempengaruhi  alam  itu  sendin,
kelangsungan perikechidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat [PAL
adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang
limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga air lersebut danat
digunakan untuk aktivitas lain.

Air Limbah adalah air buangan (effluent) dari usaha dan/atau
kegiatan budidaya tambak udang yang telah mengalami proses
perbaikan mutu di IPAL yang dibuang ke air sungai vang
terbentuk secara alami dan/atau air laut.

Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya air
limbah ke dalam air sungai yang terbentuk secara alarni
dan/atau air laut oleh usaha dan/atau kegiatan budidaya
tambak udang, schingga kualitas air sungai yang terbentulk
secara alam! danj/atau air laut turun sampai ke tingkat tertentu
vang menvebabkan air sungal vang terbentule secara alami
dan/atau air laut tidak dapat berfungsi sesuai peruntukckannya.

Izin Linglkungan adalah Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau
kegiatan budidaya tarmbak udang yvang wajib memiliki dokumen
lingkungan,

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkunpan Hidup yang selanjutkan

disingkat AMDAL adalah kajian mengenal dampak penting suatu
usaha dan/atau kegiaran vang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pernanlauan
Linglkungan Hidup vang selanjuinya disingkat UKL-UPL adalah
pengelolaan  dan  pemantauan terhadap usaha dan/fatau
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap linglkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penvelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen Lingkungan Hidup adalalh dokumen yang memuat
pengelolaan dan  pemantauan lingkungan Thidup, meliputi
AMDAL, UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH)
dan dokumen Pengelelaan lingkungan hidup (DPLH).

Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur
pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang dilenggang
keberadaannya dalam air limbah vang akan dibuang atau
dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau
kegiatan, -



16, Rencana Tata Ruang adalah rencana tata ruang darat dan laul.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pelaku
Usaha dan/atau Kegiatan budidaya tambak udang dalam
melindungl dan mengelola Lingkungan Hidup dari dampak vang
ditimbulkan usaha danjatau kegiatan budidaya tambak udang,
agar usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang terap
berkelanjutan dengan dukungan kualitas air sungai yang terbentuk
gsecara alami danfatau air laut vang memenuhi baku mutu
lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertuuan untuk:

a. mengendalikan Pencemaran Air terhadap air sungai yang
terbentuk secara alami dan/atau air laut;

b. penerapan teknologi TPAL tepal guna untuk mengolah Air
Limbah tdari usaha dan/atau kegiatan, dan

¢. menunjang keberlanjutan usaha dan/atau kegiatan vang ramalh
lingkungan dengan terjaganva kualitas sumber air sungal vang
terbentuk secara alami dan/atau air laut yang memenuhi
persyaratan untuk usaha dan/atau kegiatan.

BAB 1l
[ZIN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki
Dokumen Lingkungan Hidup dan lzin Lingkungan.

(2) PD Provinsi yang mernberikan pelayanan perizinan terpadu satu
pintu, berwenang memproses perizinan lingkungan bagi usaha
dan/atau kegiatan yvang mengambil air baku dengan fasilitas
intake yang berada pada 0 (nol) sampai di bawah 12 (dua belas)
mil ke arah laut.

{3) PD Kabupaten/Kota yang memberikan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu, berwenang memproses perizinan lingkungan
bagi usaha dan/atau kegiatan yang mengambil air baku dengan
fasililas infake yang berada pada sungesl alami di hilir saat air
laut pasang,.

Pasal 5
(1) Usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat teknologi intensif dan

semil intensil dengan:

a. Luas lahan lebih dari atau sama dengan (2) 100 heklar wajb
memiliki dokumen AMDAL; atau
k. luas lahan kurang dari (<] 100 hektar wayib memilik: UKL-
UPL.
(2) Usaha danfatau kegiatan dengan tngkat teknologl super
intensif dengan:



a. luas lahan lebih dari atau sama dengan (2) 50 helktar wajib
memiliki dokumen AMDAL: atau

b. luas lahan kurang dari (<)50 hektar wajib memiliki UKL-UPL,

(3] Tingkat teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat

(1)

2]

3]

(4]

(1)

(2) diuraikan dalam Lampiran 1 vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dokumen lingkungan berupa AMDAL dan adendum AMDAL,
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Renecana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) serla Dokumen
Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) disusun oleh Pelaku Usaha
dan/atau Kegiatan.

Peryusunan dekumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada
avat {1] dapat bekerjasama dengan konsulian AMDAL vang
teregistrasi di Kementerian vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan  kehutanan
dan/atau jasa perorangan vang bersertifikat komperensi
penvusun AMDAL.

Sebelum  menyusun  dokumen  lingkungan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dapat
berkonsultasi/berkoordinast terlebih dahulu dengan:

a. PD Provinsi dan/atau instansi Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Linglkungan
Hidup sesuai wilayah kewenangan perizinan lingkungan
untuk mendapalkan informasi terkait proses penyusunan
dan penilaian dokumen lingkungan;

b. PD Provinsi dan/atau instansi Kabupaten/Kolta yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan
ruang untuk mendapatkan informasi kesesuaian Rencana
Tata Ruang dari lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan/atau

&

PD Provinsi yang menvelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kehutanan dan/atau Balal Pemantapan Kawasan
Hutan (BPKH) Wilayah XIII Pangkaipinang untuk
mendapatikan informas] terkail  lokasi usaha  dan/atau
kegiatan terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian lzin
Baru (PIPPIB) dan kawasan hutan.

Penilaian dan pemeriksaan dokumen linglkungan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (ljdilalkukan oleh Pemerintah Daerah
Provinst atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesual
kewenangan.

Pasal 7

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib mentaati kelentuan dan
kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

Pelakku Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuail
dengan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam lzin
Lingkungan. :



BARB I11
PENGOLAHAN AIR LIMBAH
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

FPasal &

(1) Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengelah air limbahnya
dengan [PAL.

(2)

(1)

Pedoman desain IPAL scbagaimana dimaksud pada avat (1)
scbagaimana rercantum dalam Lampiran [I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Gubernur ini.

Pasal ©

Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaku Usaha dan/atau
Kegiatan dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut:

A.

Pembukaan lahan yvang terdapat ekosistemn mangrove untulc
usaha dan/atau kegiatan yang memiliki [zin Lingkungan dan
izin usaha terkait tidak menyebabkan tutupan vegetasi
mangrove berkurang di bawah 50% (lima puluh persen) dan
tidak menyebabkan kerapatan mangrove berkurang di bawah
1.000 (seribu) pohon /hektar;

volume air pada IPAL sekitar 10-30% (sepuluh sampat
dengan tga puluh persen) dari volume air pada kolam
budidaya (culture pond), persentase air pada IPAL dalam
kisaran tersebut menyesuaikan agar Air Limbah dari cutiet
[PAL memenuhi Balky Mutu Air Limbah;

melakukan upaya pengendapan bahan tersuspensi;

menggunakan biofilter (bakteri probiotik, mangrove, rumput
laut dan kerang-kerangan) untuk pemulihan kualitas air;

mengangkal bahan twerendapkan dari IPAL;

menanam dan melestarikan mangrove di scpadan sungai
dan/atau sepadan pantai apabila sungal dan/atau lauinya
menjadi penerima limbah dari outlet [PAL;

menerapkan sistem resirkulasi/pergantian  air minimurnm
(less water exchange) pada tambak intensil atau semi
intensif, khususnva di kawasan padat tambak dan tercemar;

tidak melakukan pengambilan air lanah untuk pengairan
tambak vang dapal menyebabkan intrusi air asin ke dalam
alcuifer air tawar serta runtuhnya tanah permukaan,

penumpukan bahan organik di dasar kolam budidaya dapat
diatasi dengan cara disedot melalui sistem gravitasi (siphon),
selanjutnva sisa pakan diendapkan di kolam sedimen [PAL;

sedimen dari keolam IPAL dikeruk jika terjadi pendangkalan
kolam IPAL dan sedimen tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai pupuk organik;

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dapal meminta bantuan
ahli TPAL rtambak udang sebagai pengarah teknis desain dan
pengoperasian,/ perawatan [PAL; dan

Air Limbah dari IPAL wajib memenuhi Baku Mum Air
Limbah.



(1)

(2)

(L)

(3]

(1)

{2)

Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayet (1)
huruf b dan huruaf | sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 10

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pemantauan
kualitas Air Limbah pada outlet IPAL dan air sungai yang
terbentuk secara alami dan/atau air laut penerima limbah
terscbut.

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib menggunakan jasa
laboratorium lingkungan milik pemerintah atau swasta vang
terakreditasi Komirte Akreditasi Nasional (KAN) dan teregistrasi cli
Kementerian yang menvelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Lingkungan [Hidup dan kehutanan dalam pengujian
kualitas air.

Pelalku Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan jasa Unit
Pelaksana Teknis Daerah laboratorium lingkungan Provins:.

BAR IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

PD Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam
budidaya dan pengolahan Air Limbah vang dihasilkan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dapat melibatkan instansi
Kabupalen/Kota vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayet
(1) dilaksanakan paling sedikit 1{satu) kali dalam] (satu)tahun.
Pasal 12

Pembiayagn  pelaksanaan  pembinaan dan pengawasan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan/atau
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
Pembiayaan sebagaimana dunaksud pada ayat (1) dilaksanalkan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disampaikan
kepada Gubernur melalul Sekretaris Daerah Provinsi setiap 1 (satu)
kali dalam ! (satu) tahun atau sewaltu-waktu jika diperiulean.



Diundangkan di
pada tanggal 20

SERIE

| o | sexnEtaRs DAY

\as__fe
BERITADAER

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Guberniur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian
Pencemaran Air Permukaan bagi Usaha Tambak Udang (Berila
Daerah Provinsikepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 27
Seri E), dicabut dan dinyatakan lidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berialku pada tanggal diundangican.
Ager seliap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2o Hel 20

Pangkalpinang
EH!‘: LHk)



LAMPIREAN 1

PERATURAN GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
AR BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
BUDIDAYA TAMBAK UDANG.

TINGKAT TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG DI TAMBAK

Teknologi | Padat : Kapasitas
Budidava | Penebaran Kebutuhan Produksi
| lekor/ m¥) Pakan ' Sarana (Ton/Ha/Tahun)
Semi =100 Pakan komersil | Pompa air, >3-10
Intensif kincir air
Intensif 100-300 Pakan komersil Pompa air, 10- <100
kincir air
Super ' >300 | Pakan komersil | Pompa air, = 100
Intensif kineir air,
roat-blower
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR
KEPFULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
Al BACT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
BUDIDAYA TAMBAK UDANG. )

BAKU MUTU AIR LIMBAH

A. BAKU MUTU AIR LIMBAH BUANGAN (EFFLUENT) TAMBAK UDANG

= T
Satuan

No. Parameter Besaran
1. | Temperatur i 3 33
2. | Zat padat larut (TDS) mg/L 2000
3. | Gt peratenspensiiTon) mg/L ' 200
1. | pH ; | s0-90.
Besi tériamr {F‘e}- _ mp/L 2
Mangan terlarur (Mn) mg/L _ 2
Bariumn (Ba mg/ L g
Teﬁlbaga {Cu-] mg/L 2
Seng [Zn] o mg,/L <
i }{r-m-::_. Heksavalen [Cro') mg_j_L il 6 -
Krom Tatal HL‘;I mg/L 0,5
Cadmium (Cd) = mg/L g@s,
Air Raksa (Hg) e/l 0002 |
Timbal {Pb] mg/L 0.1
Stanum iSI-lll. mg/L 2
Arsen(As) mg/l | 0.1
Selenium mg/L 0,05
Nikel [Ni) g /L 0.2
Kobalt (Col myg/ L 0,4
Sianida (CN] mg/L 0,05
Sulfida (H:8) | meyL 0,5
Fluornda [F) mg /L 2
Klorin bebas .:CL3| mg/L 1
Ammomia-Nitrogen: (Nids-N) me/L 5
Nitrat (NOs-N} mg/L 20
Nitrit (NO,-N) B mg/b | 01
Total Nitrogen _ mgfl ° 30
30Ds me/L 50
Con s mg/L 100
;Sa;ijmwa aletif biru metilen mg/L 3
Fenol w| _mg,'L " bl 0_.:':_ %
Minyak dan lemak mg/L 10
Total bakteri koliform MPN/ 100 mL 10.000




B. BAKU MUTU AIR SUNGAI KELAS IT

No. Parameter . -éa‘t'-l.-:lan L E;m;n_ ;
I:"'-isika
e :l"'{;mperﬂ_tu_r_“ o Deviast 3
2, | Eesidn Terlart me/L 1000
3. - Rﬂsidu-Tcrsuspansi mg/ L a0
1 Kimia Anorganilc
ERrrS ; 6-9
2. | BGD mg/ L__ _ E | £
3. |cop mg/L 8
4. -DD ‘mg/L 4
5. | Total Fospal sebagai P mg/L 0,2
6. | NOs sebagai N B mErL 10
7. | Arsen mg,)' ke 1
'8 | Kobalt mg/L 0,2
g, - .Enrcm mg/ L !
10. | Selemum mg/ L_ - 0.05
11. | Kadmium mg/L 0,01
12. Khrom (V1) /L 0,05
13. | Tembagsa ma/L L _E;]_E o
14, | Timbal : meg/L 0.03
15 | Air Raksa /L 0,002
lB. | Seng mg/L 0,05
17. | Sianida mg/L 0,02
18. | Fluonda mg,ﬂ'-l.; 1.5
19, | Nitrit sebagai N | mg/L 0,06
'20. Khlorin Bebas mg/L 0,03
_‘.ﬁl | Belerang sebagai H.S mg/L 0,002
Mikrobiologi .
1. | Fecal coliform Jumlah/ 100 mL, 1000
2, | Total coliform Jumlah; 100 mL 5000
Kimia Qrganik o
1. | Minyak dan Lemak ‘ug/L 1000
2. | Detergen sebagai MBAS ug/L 200
3. | Senyawa fe.:mg gebagal fenol = il g/ L 1
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C. BAKU MUTU AIR LAUT PERUNTUKAN BIOTA LAUT

No Parameter Satuan Besaran
Fisika
3l I-_{ecerahaﬂh m coral: =5
[LATIEIOVE; -
- | lamun: >3
2. | Kebauan 2 | alami®
Kekeruhane NTU <5
Padatan tersuspensi toralb mg/L i coral: 20
mangrove: 80
larmun: 20
5. | sampah _ : nihil 4
suhue 3 alami*=l
caral: 28-3()
mangrove: 28-326
. lammun: EE—EDi
7. | Lapisan ming.';k_ﬁ nihil
Kimia
1. | pHe - 7 - 8,50
: mﬁaiinita.ﬁ'! N So alami®e
coral: 33-344
mangrove: s/d J4&
1 lamun: 33-341=
2. | Oksigen terlarut (DO mg/L =5
3. | BODs - mg/L 20
4, | Ammonia total [NHa-N) mg/ L 0,3
3. . Fosfat (POs-P) mg/L ,ols
6. | Nitrat (NOs-N) mg/L 0,008
7.  Sianida (CN) _ B 0,5
8. | Sulfida (HiS) mg/L | 0.0
_9. PAH (Poliaromatik hidrokarbon) mg/L ' 0,003
10. | Senyawa fenol total mg,"ll 0,002
11. | PCB total (polikler bifenil) "l pé JL 0,01
- 12, Sﬁrfﬂl{tﬂn detergen) Mg/ /L R 1
MBAS
13, | Minyak & lemak BT _ 1
Logam terlarut
T Haksa;ﬁ.g} 0,001
2. | Kromiwm Heksavalen (Cr{V1}] 0,005
3. | Arsen (As| 0,012
4. | Kadmium (Cd) _ 0,001
5. | Tembaga (Cu] 0,008




6. | Timbal (Pb) | 0,008

i ;Seng (£n) 0,03

8. | Nilel ) 0,05
e Bi_nlngi !

1. | Coliform [total)’ MPN /100 1000

mlL

2. | Patogen ' sel/ 100 mL mihil!

3. | Plankton Sel/ 100 mL | Tidak blogm®
atawan:

)5

2

b B T B o -

Nimil sdalab tdak terdetels] dengan batas deteksi alar yang digunakan (sesuad dengan metade
WHILY, dignnalean).

Metode analisa mengacy pade memde analisa unouk ar lzu: yang teleh ada, baik nternasional
maupiun nasional

clami adalsh bondisi normal suat Unglungan, bervaries! zetdap saat (sianp, malam dan
mugim).

pengamatan oleh manusia (vsual)

pengamaten oleh manusis (visuel), Lapisan minyelk yang diacu adalsh lapisan Hpis (thin layper)
dengan ketebalan 0,01 mm.

Tidak blpom adalah udak terjadi perumbunan yang berlebihzn yang dapat menyebablen
sutrofixasi. pertumbuban plankoon vang berlebihan dipengaruhi eleh nutrien, cahaya, suhu,
kecepatan aras, kestabilan plankton itu sendin,

diperbolehlan rerjadi perubahan sampei dengan =10% kedalaman euphotic:
diperholshkan terjadi perubalian sampai dengan <10% korsentrasi reta-tata musiman.
diperbolehlan terjadi perubahan sampai dengan <2¢C dan suhu alam.

diperboleblaan terjadi perubahan sampai'dengan =0,2 satusn ph.

diperbolehkan teradi perubahan sampai dengan <5% salinitas rate-rale musima.
diperbolehian terjadi perubaban sampai dengan <10% kensenwasi rata-rata musiman,
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